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ABSTRAK

Nama/Nim : Azkia Anwar/210106028
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi . Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang

Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika
Tanggal Sidang

Pembimbing | - Amrullah, S.H.I., LLM
Pembimbing 1l - Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, perbuatan

tidak melaporkan

Berdasarkan data kasus-kasus Narkotika yang diperoleh dari pihak Polresta
Banda Aceh dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mencapai 217 kasus. Dimana
kasus sabu 193 kasus, kasus ganja 24 kasus. Banyaknya kasus Narkotika di Banda
Aceh memerlukan penanganan penegakan hukum lebih lanjut oleh para aparat
penegak hukum dan juga diperlukan upaya pencegahan agar kasus-kasus
narkotika dapat diberantas. Selain aparat penegak hukum Masyarakat juga
memiliki kewajiban untuk turut serta membantu pemberantasan tindak pidana
narkotika. Apabila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana
narkotika dan melihat langsung barang bukti ataupun tindakan tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh seseorang namun, tidak melaporkan kepada pihak
berwajib maka dalam hal ini dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 131 UU No 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ‘“‘setiap orang yang dengan sengaja
tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)’’. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
upaya pencegahan tindak pidana narkotika di Banda Aceh oleh Polresta Banda
Aceh, bagaimana penegakan hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak
pidana narkotika. Metode penelitian pada penulisan ini yaitu penelitian yuridis
empiris yang berpedoman pada data primer yang diperoleh langsung dari
lapangan melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan,
upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu melakukan
edukasi hukum tentang narkotika, selain itu juga Polresta juga bekerja sama
dengan masyarakat untuk memberantasi tindak pidana narkotika dengan
membentuk suatu inovasi yaitu KBN (Kampung Bebas Narkoba) dengan adanya
inovasi ini diharapkan dapat mengurangi angka kasus narkotika di wilayah Banda
Aceh. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu melalui
penyelidikan kasus yang diterima dari laporan aduan masyarakat kemudian dari
laporan tersebut akan di usut tuntas melalui penyelidikan dan penyidikan yang
akan dijalankan oleh Satresnarkoba Banda Aceh
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya
dengan huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Narmh Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Latin Latin
tidak tidak .
| Alif | dilamba | dilamba | = | @ | T |'¢dengantitik
’ ’ di bawah)
ngkan ngkan
_ zet (dengan titik
o« > L
' ba B Be 2 1 % | dibawah)
Koma terbalik
< Ba’ B B ‘ai ‘ _
- ¢ o (di atas)
es (dengan
& Sa’ S titik di ¢ Gain G Ge
atas)
z Jim J Je - Fa’ F Ef
ha
., (dengan _
z Ha h titik di T Qaf Q Ki
bawah)
z Kha’ Kh |Kadanha| & Kaf K Ka
3 Dal D De J Lam L El
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Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Latin Latin
zet
3 Zal z | (dengan Mim | M Em
titik di ¢
atas)
D Ra’ R Er U Niin N En
B! Zai Z Zet 9 Wau W We
o Sin S Es > Ha’ H Ha
o Syin Sy esdanye| ¢ |Hamzah| ° Apostrof
es (dengan
U Sad S titik di ¢ @’ Y Ye
bawah)
de
. (dengan
. ¢ itk di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tanggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
_ Kasrah I I
4 Dammah U U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s, Fathah dan ya Ai adani
. Fathah dan Wau Iu adanu
Contoh:
CaS . kaifa
i - Kataba
29 - Faala
ém-y - Yazhabu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
A Fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya
s Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
J; Dammah dan U u dan garis diatas
wau
Contoh:

da . qala

$<D - Rama

8 - Oila

Cbﬂa - Yagqiilu
4. Ta Marbutah (8)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup

Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
X



b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Joirlalias) - raudah al-agfal
ﬁjjiiﬂ\ii;gﬂ - al-Madinah al-Munawwarah
iall - Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
L‘-’J - Rabbana
d)d - Nazzala
54 - al-birr
=l - al-hajj
(v-j - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu (<'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Xi



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

w\ - ar-rajulu
;m\ - as-sayyidatu
A - asy-syamsu
;JSS\ - al-galamu
‘c_m.ﬂ\ - al-badi ‘u
Ol - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh :
UJJAQU - ta’khuziina
g}i\ - an-nau’
£l - syai'un
u\ - Inna
&yl - Umirtu
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Ki - Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
- Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

< ow .\s ‘ 207 ,;'m\ ".‘,
OB S S A ol - Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- Fa auf al-kaila wa al-mizan

'.".o °‘ _ -yoz \‘a!ais
O 3l 5 JI a5 - Fa auful-kaila wal-mizan
- Ibrahim al-Khalil
AAT A
il a5l - Ibrahimul-Khalil
GaLiubas bl e 41 sl - Bismillahi majraha wa mursah

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin

Sl SN 51
Ol G E - Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini

- Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin
- Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

i 5
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o B 235 Ul (il - Nasrun minallahi wa fathun qarib

- Lillahi al-amru jami ‘an

A - Lillahil-amru  jami ‘an
ale oo 0K A - Walldha bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan salah satu musuh terbesar bagi bangsa Indonesia.
Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan tindakan tegas untuk
memberantasi Narkotika ini karena seperti yang kita tahu bahwa Narkotika ini
adalah zat-zat yang berbahaya yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu
yang mengakibatkan timbulnya ancaman-ancaman yang berbahaya baik bagi
dirinya sendiri ataupun bagi banyak orang. Dalam undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan
bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*

Oleh sebab itu kita liat banyak pihak yang menyalahgunakan pemakaian
Narkotika, penyalahgunaan ini telah mempengaruhi banyak kalangan, tidak
mengenal batas usia, tua ataupun muda, status sosial, kaya atau miskin, golongan
golongan terpelajar, publik figur, pejabat pejabat negara, bahkan terkadang aparat
penegak hukum juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika ini, padahal
aparat penegak hukum seharusnya ikut serta bertugas memerangi narkotika dan
bertanggung jawab dalam mejalankan dan menegakkan hukum sebuah negara.
Pada dasarnya Narkotika merupakan pengobatan yang dapat digunakan dalam
bidang kesehatan di lain pihak Narkotika juga dapat menimbulkan
ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan

gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada

! Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
1



akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan
tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun
internasional?.

Dalam Undang - Undang No 35 tentang Narkotika juga dijelaskan tentang
pemakaian dan penggunaa izin narkotika yaitu Pasal 53 ayat (1) Untuk
kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat
memberikan Narkotika Golongan Il atau Golongan 111 dalam jumlah terbatas dan
sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ayat (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki,
menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa
Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh
secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan®.

Dalam hukum Islam terkait dengan Tindak Pidana Narkotika ini banyak
ayat-ayat alquran yang menyamakan Narkotika ini dengan sesuatu yang haram
yang mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.
adapun ayatnya yaitu Q.S AL-Maidah [5]:90

Gp b AV 15 Sl Auiall 5aadl W) ) il Gl Ll

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah
adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman keras adalah suatu hal

yang dilarang oleh hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada al quran maka

2 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Alumni, 1987),
him.7.

% Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4 Q.S. AL-Maidah [5]:90.



dari itu di zaman yang modern ini banyak muncul hal hal dan istilah istilah yang
baru seperti Narkotika yang dulu hanya ada, istilah mimuman keras. Maka
narkotika yang ada di zaman modern sekarang sifatnya itu disamakan dengan
minuman keras. Yaitu sifatnya itu adalah haram perbuatan yang buruk. Karena
bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi siapa saja yang menggunakan
ataupun mendekati narkotika ini. Dan ayat tersebut juga menjelaskan agar
menjauhi perbuatan tersebut agar kamu berutung. Maka dalam arti bahwa jauhilah
segala sesuatu yang buruk salah satunya adalah Narkotika agar terhindar dari hal
hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan merusak jiwa.

Maka apabila mengetahui adanya yang melakukan tindakan
Penyalahgunaan Narkotika maka wajib kita laporkan kepada pihak yang berwajib
karena sebagaimana yang terdapat pada pasal 104 setiap orang ataupun
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta
membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan bahan kimia narkotika®. Namun ada pihak yang memang secara
sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika bahkan mereka
terkadang ikut terlibat langsung terhadap Tndak Pidana Narkotika hal ini
dikarenakan faktor-faktor tertentu misalnya Faktor lingkungan kemudian kurang
pengetahuan terhadap hukum.

Lingkungan sangatlah mempengaruhi keadaan seseorang individu jika
Lingkungan liar tanpa pengawasan orang tua maka lingkungan seperti ini suatu
lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini
dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan

tersendiri.®

5> Nata Irawan, Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih
Narkoba (Desa Bersinar), (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi
2018), him. 18.

6 Fransiska Novita Eleanora, Bahanya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha
Pencegahan Dan Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, Januari, 2011, him. 44.5



Fakta yang ada di lapangan banyak terjadi kasus-kasus permasalahan
mengenai Narkotika data tentang kasus tindak pidana Narkotika yang terjadi pada
wilayah Kota Banda Aceh yang di peroleh dari Polresta Banda Aceh yaitu:

Tabel 1. Jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika di kota Banda Aceh

JUMLAH KASUS
NO TAHUN
GANJA SABU
1 2023 12 Kasus 108 Kasus
2 2024 12 Kasus 85 Kasus
JUMLAH 24 Kasus 193 Kasus

Sumber: Sat Narkoba Polresta Kota Banda Aceh (Januari 2025)

Melihat dari banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang
terjadi, terlebih di kota Banda Aceh. Maka kita sebagai warga negara dan
masyarakat harus ikut juga berperan dalam memberantas narkotika, kegiatan
pemberantasan ini bukan hanya dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum
saja.

Jika kita liat kondisi kehidupan masyarakat maka masih ada juga
masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Bahkan
beberapa anggapan dari mereka ikut mengabaikan bahkan terkadang ada yang
ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka dari masalah tersebut, orang
yang mengetahui keberadaan Narkotika tetapi tidak melaporkan bisa dihukum
dengan hukuman Pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 131 yang tercantum dalam
UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Pasal 131 Setiap orang yang dengan
sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah). Maka setiap orang yang mengetahui apabila terjadinya



tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
Berikut ini adalah data kasus yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang
di putuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel 2. Kasus yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di Banda

Aceh
No Nomor Perkara Putusan Hakim
1 277/Pid.Sus/2023/ PN. Bna Pidana 1 tahun penjara
2 272/Pid.Sus/2021/PN. Bna Pidana 1 tahun penjara
3 273/P1d.Sus/2021/PN. Bna Pidana 1 tahun penjara
4 431/Pid.Sus/2021/PN. Bna Pidana 1 tahun penjara

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mei 2024)

Maka untuk pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan upaya
penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana narkotika di kota Banda Aceh.
Maka dari itu pihak aparat penegak hukum yang memiliki peran tersebut adalah
aparat kepolisian dalam hal ini pada pihak Polresta Banda Aceh bertugas untuk
melakukan penegakan hukum tersebut. Peran aparat penegak hukum sangat
berfungsi untuk terwujudnya wilayah yang bebas dari narkotika. Selain dari
aparat penegak hukum peran dari masyarakat yang terdiri dari setiap orang
individu juga memiliki peranan penting untuk memberantasi adanya tindak
pidana narkotika. Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat
penelitian ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang
Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika”

B. Rumusan Masalah
Dengan melihat penjelasan dari latar belakang masalah diatas, yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Banda Aceh
oleh pihak Polresta Banda Aceh?



2. Bagaimana Penegakkan Hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan
Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana
Narkotika di Banda Aceh oleh pihak Polresta Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum bagi pelaku yang

tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian terhadap judul permasalahan penelitian ini, maka
penulis memerlukan referensi referensi sebagai bahan pedoman untuk
memudahkan kepada penulis melakukan penelitian ini. Referensi yang digunakan
sebagai bahan acuan berkaitan dengan topik judul penelitian.

Pertama, kajian ini sudah pernah diteliti oleh Shela Maryanti dengan judul
“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana
Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi kasus Putusan Nomor
175/PID.SUS/2018/PN.DUM)”’ Peneliti dengan menjelaskan minimnya peran
masyarakat kota dumai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika menyebabkan penegakkan hukum tidak berjalan semestinya

Kedua, kajian ini sudah pernah dikaji oleh Fajarul Imam, Ainal Hadi
dalam jurnal ilmiah dengan judul “Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya
Tindak Pidana Narkotika Bukan Tanaman Dan Penerapan Hukumnya (Suatu

7 Shela Maryanti, Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya
Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi kasus Putusan Nomor
175/P1D.SUS/2018/PN.DUM), Pekanbaru, 2020, him.13



Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa)” 8penelitian ini
menjelaskan tentang alasan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap
pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
narkotika golongan | bukan tanaman serta pertimbangan hakim yang bervariasi
terhadap terdakwa pasal 131 undang undang narkotika.

Ketiga Kajian ini sudah pernah dikaji oleh Cuncun Kurniadi dalam jurnal
ilmiah dengan judul, “Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Di
Indonesia™® penelitian ini menjelaskan tantang urgensi diaturnya konsep dengan
sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan batasan waktu
kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya

tindak pidana narkotika.

E. Penjelasan Istilah

Dari penjelasan yang ada diatas maka oleh karena itu untuk menghidari
dari kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan dan penjelasan istilah yang tidak
diketahui, dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa hal dari

istilah istilah yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan

8 Fajarul Imam, Ainal Hadi, Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana
Narkotika Bukan Tanaman Dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Kota Langsa), Jurnal limiah Mahasiswa Vol.2, No. 3, September 2018, him
122.

® Cuncun Kurniadi, Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,
Badamai Law Jurnal, VVol.4, No. 2, September 2019, him. 299.



sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau
sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan
normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa®®.

Maka dengan begitu penegak hukum ebagai pedoman perilaku dalam
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan
kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara®

2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi
artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana
(strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan

dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas

10 Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum,
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Huk
um.pdf, diakses pada tanggal 6 Februari 2025
11 Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcment:Its Contribution To Legal Education In
The Contect Of Human Resource Development), Vol. 48, Jurnal Majalah Hukum Nasional, 2018,
hlm 5



https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf

pelanggaran normat?. Sedangkan Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang
pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja
dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana®. Sehingga sanksi pidana adalah pelarangan suatu
perbuatan dalam perundang-undang!* dan dapat dijatuhkan kepada seseorang
yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik)®.
3. Setiap Orang Yang Tidak Melaporkan Tindak Pidana
Setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung
jawab. Setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika adalah
seseorang individu yang melihat dan mengetahui secara langsung tindak
pidana narkotika
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan
kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut
hukum?®. Klasifikasi subjek hukum dibedakan atas dua, yaitu terdiri dari
pertama, manusia (Natuurlijk person/menselijk person) yang disebut orang
dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Kedua, adalah badan hukum atau
(Rechts person)*’.
4. Narkotika
Narkotika berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat
bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang
berarti menidurkan atau membiuskan®®, Narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

2. Bambang Pernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), him.
36.

13 Fitri Wahyuni, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tembilahan: Nusantara
Persida Utama, 2017), him.139.

4 Imron Rosyadi, Hukum Pidana, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), him. 91.

15 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), him. 23.

16 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik),
Cet.l, (Jakarta: Kompas 2009), him. 53.

17 Yati Nurhati, Pengatar llmu Hukum, (Banjarmasin: Nusa Mediahlm, 2020), him. 24.

18 Suherlina, Narkoba Dikalangan Siswa, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), him. 15.
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yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Zat ini bisa
digolongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan
narkotika dalam arti luas.

Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami,
yaitu semua bahan obat seperti opiaten, co-caine (dibaca kokain) dan ganja.
Dalam arti luas adalah bersifat alami dan sintetis (buatan), yaitu semua bahan
obat-obatan yang berasal dari: Papaver somniferum (opium, candu, morpin,
heroin), Eryth Roxylon Coca (cocain), Cannabis sativa (ganja), Golongan
obat-obat penenang, Golongan obat-obat perangsang, Golongan obat-obat
pemicu khayalan®®. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat
dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat
menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau

masyarakat khususnya generasi muda.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang
teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan
dan lain sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanan

suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan®.

19 Ummu Alifia, Apa Itu Narkotika dan Napza, (Semarang: Bengawan IImu, 2007),
him. 5.

20 pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), him. 581.
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Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan

pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan?.

1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini yaitu menggunakan
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian
dengan melihat langsung fakta-fakta yang ada pada lapangan dengan
melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan data dari informan.
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh dengan
melakukan wawancara dengan Kaur Bin Ops Polresta Banda Aceh yaitu Bapak
Dedi Irvansyah.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa
penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang
dilakukan yang berpedoman pada data primer yang diperoleh secara langsung
dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan.
3. Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang akurat dan konkrit dalam penelitian ini,
maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dan data
sekunder dan data tersier.
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara di lapangan. Yaitu dengan mewawancara 1 orang Kaur Bin
Ops Polresta Banda Aceh bapak Dedi Irvansyah
b. Data sekunder data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan yaitu

berupa, buku- buku yang menjelaskan tentang konsep Tindak Pidana

21 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), him. 2.
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Narkotika, peraturan perundang-undangan, Jurnal, Artikel terkait Tindak
Pidana Narkotika. Dan putusan tetang pelaku tindak pidana narkotika
yang diperoleh dari web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

c. Data Tersier yaitu data untuk menjadi penunjang yang memberikan suatu
penjelasan data sekunder dan data primer, seperti kamus hukum,
ensiklopedia hukum dan lain lain untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperoleh dengan
melakukan wawancara dengan responden dan informan dalam penelitian ini
guna mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu dalam penelitian
pengumpulan data juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan dengan
mempelajari buku buku, teori teori dan juga peraturan perundang undangan
yang terkait dalam penelitian ini.
5. Objektivitas dan Validasi Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan yaitu Penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara
melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi dari informan
untuk mendukung penelitian ini.
6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, baik yang diperoleh dari hasil
wawancara langsung dengan responden dan informan, dari sumber hukum, dan
juga diperoleh dari data primer, data sekunder dan juga data tersier kemudian
dianalisis dengan menggunakan pendekatan kulitatif yaitu dengan mengkaji
masalah pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah yang
ditanyakan kepada responden dan informan melalui wawancara dan
menghasilkan data deskriptif sehingga mengasilkan sebuah karya tulis berupa

skripsi.
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7. Pedoman Penulisan
Penulis berpedoman pada buku “Buku Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (Revisi 2019)”
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan penelitian terstruktur dan
terarah agar memudahkan kepada para pembaca memahami isi penulisan ini.
Dalam penelitian ini terdiri dari empat bab pembahasan yaitu:

BAB Satu PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka,
Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Dua LANDASAN TEORI, Penegakan Hukum, Pidana dan Tujuan
Pemindanaan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Tidak
Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-
Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Menurut Hukum Pidana
Islam, Batas Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Hukum.

BAB Tiga HASIL PENELITIAN,, yang terdiri dari Profil Polresta Banda
Aceh, upaya pencegahan Tindak Pidana Narkotika di banda Aceh oleh pihak
Polresta Banda Aceh, Penegakkan hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan
Tindak Pidana Narkotika.

BAB Empat Yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan

penelitian yang dituliskan oleh penulis.



